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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan
kekuatan berpikir untuk mengumpulkan data, menyusun dan
menulis buku sederhana ini sebagai salah satu buku acuan atau
literatur yang dapat dipergunakan sebagai buku pegangan dalam
mempelajari pengelolaan zakat secara teori dan praktis, dan
diaplikasikan dalam pengelolaan zakat.

Buku Fikih Pengelolaan Zakat ini meliputi 11 (sebelas) bab
terdiri dari: Konsep Dasar Zakat, Peraturan Perundang-undangan
Tentang Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, Renstra dan RKAT ZIS
dan DSKL, Harta Wajib Zakat dari Modal, Harta Wajib Zakat dari
Pendapatan, Teknik dan Praktik PenghitunganZakat, Teknik
Pengumpulan ZIS dan DSKL, Masyarif Zakat, Pendistribusian dan
Pendayagunaan ZIS dan Perbandingan Pengelolaan Zakat di
Berbagai Negara.

Penulisan buku ini sebenarnya hanyalah bentuk dari menulis
apa-apa yang telah penulis kerjakan pada pengelolaan zakat
dimana penulis telah mengabdi dan menggeluti bidang ini dari
level terendah sampai kepada pimpinan selama kurang lebih 14
tahun walaupun tidak semua dapat terekam dengan baik pada
buku kecil ini.

Buku ini diharapkan dapat melengkapi buku-buku sejenis
lainnya yang terlebih dahulu hadir sebelumnya dan di kesempatan
ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan
sejawat yang telah banyak memberikan masukan materi buku ini
dan juga kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan,
sehingga buku ini dapat beredar dan berada di tangan para
pembaca. Selanjutnya, kritik membangun sangat diharapkan dalam
penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang,.

Samarinda, November 2023

Dr. H. Mursyid, S.Ag., MSI
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BAB
KONSEP ZAKAT

DALAM ISLAM

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat
Salah satu budaya luhur Islam, yang hadir
memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi,
sayang menyayangi, dan menghapus akar akar kejahatan
dalam perekonomian yang mengancam nilai nilai luhur,
keamanan, dan kesejahteraan adalah zakat. Zakat dapat
menjamin kelestarian manusia untuk kemashlahatan dunia
akhirat! Zakat juga merupakan salah satu rukun yang
bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, karena
disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang
barulah di anggap sah masuk dalam barisan umat Islam dan
diakui keislamananya, jika ia telah menunaikan zakat sesuai

firman Allah

a
g 3ol 3 Syl 5 50y alghall palaly 4o 0
el a1 Juaisy

Zakat secara etimologi berasal dari kata 3<)!l yang
memiliki akar kata yang mengacu pada makna sl dan 3:b

1 Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, Fikih Zakat Kontemporer, Penerjemah
Ghazali Mukri (Solo: Al-Qowan, 2011), hIm.2.
2 At taubah 11.



BAB

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG
ZAKAT

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan
yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang.
Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat
berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan
signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam
rentang waktu yang panjang, telah terjadi tarik menarik
kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era
Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah
bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan
ekonomi. Dalam perkembangan terkini tarik menarik zakat antara
negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia
zakat nasional sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil
yang independent.

A. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia

1. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia
Praktik  pembayaran zakat, infak, sedekah,
sesungguhnya telah berjalan sangat lama di Indonesia, yaitu
seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, praktik yang
telah berlangsung ratusan tahun itu berjalan secara
individual, langsung diberikan oleh muzakki kepada
mustahik untuk keperluan konsumtif tanpa melalui amil
zakat di suatu lembaga, dan jikapun melalui amil zakat hanya
terbatas pada zakat fitrah. Berzakat melalui kelembagaan
resmi baru dikenal setelah adanya anjuran presiden Soeharto
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BAB ORGANISASI

PENGELOLA ZAKAT
(OPZ)

A. Prinsip Dasar Organisasi Pengelola Zakat
Ketiga kata kunci yang telah dijelaskan sebelumnya di
atas dapat dijabarkan lebih jelas lagi, sehingga dapat
diimplementasikan dengan mudabh. Itulah yang disebut dengan
prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi pengelola zakat
(OPZ). Namun di bawah ini terdapat beberapa paparan
mengenai prinsip-prinsip manajemen organisasi pengelola zakat
lebih lengkap, yaitu:
1. Aspek Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya
memperhatikan berbagai faktor berikut:
a. Visi dan Misi
Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas.
Hanya dengan visi dan misi inilah maka
aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan
sampai program yang dibuat cenderung sekedar bagi-
bagi uang”. Apalagi tanpa disadari dibuat program,
pelestarian kemiskinan.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk
oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari
unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio
pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya
harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah

33



BAB
RENSTRA DAN RKAT

Z1S DAN DSKL

A. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Naskah Perbaikan Rencana Strategis 2016-
2020 merupakan amanat dari kesepakatan Rapat Koordinasi
Nasional pada tanggal 10-12 Mei 2016 di Jakarta yang ditindak
lanjuti dengan terbitnya SK Ketua BAZNAS No.12 Tahun 2016
Tentang Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Rencana
Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016. Renstra
disusun setiap lima tahunan pada awal periode kepemimpinan
anggota BAZNAS. Penyusunan Renstra dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

Pertama, penetapan Kerangka Acuan Penyusunan
Renstra. Penetapan dilakukan melalui Rapat Pleno Anggota
BAZNAS. Kedua, penerbitan SK Ketua BAZNAS tentang
Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Amil
Zakat Nasional.Ketiga, pelaksanaan penyusunan Draft Naskah
Renstra. Dalam pelaksanaannya Tim dapat melakukan fokus
group discussion (FGD) dan studi literatur yang terkait untuk
mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan zakat
nasional. Keempat, penyampaian Hasil Rumusan Draft Naskah
Renstra dalam rapat pleno Anggota. Kelima, pengesahan Naskah
Rencana Strategis. Keenam, Penerbitan dan Distribusi Naskah
Rencana Strategis kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi,
BAZNAS Kabupaten/Kota.5>

S5BAZNAS, Rencana Strategis 2016-2020.
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BAB
HARTA WAJIB ZAKAT

DARI MODAL

A. Zakat atas Emas dan Perak

Islam mewajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa
uang, leburan logam, pecah belah, souvenir, ukiran dan lainnya.
(QS. 9: 34 dan 35)

Sabda Rasulullah SAW :

“Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak
(zakat)nya, melainkan di hari kiamat ia duduk di atas pedang batu yang
lebar dalam neraka. Maka dibakar di dala jahanam, disetrika dengannya
pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka
dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu
tahun, hingga selesai pengendalian umat manusia semuanya. Maka ia
melihat jalanya, apakah ke surga atau ke neraka”. (H.R. Muslim dari
Abu Hurairah)

Tidak wajib zakat kepada perak hingga bernilai 5 augiyah,
200 dirham (1 auqiya: 40 dirham). Ulama sepakat dalam
menetapkan nishab perak tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari
dan Abu Sai’id dari Nabi Saw: Artinya: Tidak ada zakat bagi perak
yang kurang dari 5 augiya.

Jumlah zakatnya adalah 2.5% (rubu’, usyur, atau 5
dirham). Ibn Hazm mengatakan, tidak ada zakat perak, baik
sudah terurai maupun sudah ditempa, tidak dicampurinya
dengan sesuatu hingga cukup sampai 5 auqiya bila sampai 5
tahun lamanya maka nilainya 5 dirham. Apabila lebih dan
cukup setahun, maka terdapat yang lebih, banyak atau sedikit,
rubu’ usyurnya. Bila kurang dari 5 auqgiya, walaupun sedikit
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BAB

A.

HARTA WAJIB ZAKAT
DARI PENDAPATAN

Zakat Atas Hasil Pertanian

Dari beberapa pendapat para fugaha muncul hal-hal baru
mengenai jenis harta yang wajib di zakati, pengumpulan dan
pendayagunaannya. Diantara jenis harta yang harus dikeluarkan
zakatnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib
dizakati meurut mazhab Syafii, yang merupakan mazhab yang
di anut oleh umumnya masyarakat Indonesia, hanya empat,
yaitu beras, gandum, kurma dan anggur. Dari keempat itu hanya
satu hasil pertanian yang tumbuh di Indonesia, yaitu beras
(padi). Padahal di negeri ini banyak sekali hasil makanan yang
bisa menjadi makanan pokok selain beras, antara lain misalnya,
jagung, sagu, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Karena
itu, ada pikiran yang berkembang untuk memperluas jenis hasil
pertanian yang wajib dizakati, tidak terbatas pada empat tadi.
Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian
yang bernilai ekonomis.®? Yusuf Qardawi menyatakan, semua
tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini
merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya
manusia. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan
kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar
berterimakasih atas nikmat-Nya. Bukti terimakasih itu jelas
adalah membayar zakat sebagai pembayaran sebagian hakNya,

62Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press Indonesia,
2003), hlm. 38-39.

74



BAB TEKNIK DAN PRAKTIK

PENGHITUNGAN
ZAKAT

A. Penggunaan Tahun Qomariyyah atau Syamsiyyah

Pada Mu'tamar zakat tahun 1984 M/1404 H telah
disepakati bahwa bulan Syamsiah waktunya lebih panjang
dibanding tahun Qomariyah dengan perbandingan 11 (sebelas
hari). Oleh sebab itu, maka pengguna tahun Syamsiah harus
memperhitungkan perbedaan tersebut. Maka akibatnya nishab
zakat (perusahaan misalnya) yang menggunakan hitungan
Syamsiah 365 hari, tidak dengan tarif 2.5%, akan tetapi menjadi
2,578, yaitu 2,5 365/354.

Terkait rumusan tarif zakat harta berkisar dari 1,25%
sampai 2,5%. Tarif zakat harta yang tidak bergerak berkisar
antara 5%, 10% sampai 20% sesuai dengan usaha yang telah
dilakukan.

B. Rumusan Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Para Fugaha kontemporer mencoba untuk menentukan
standar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan harta
kekayaan maka harta kekayaan dapat dikategorikan pada aset
bergerak atau harta bergerak; adalah aset atau kekayaan yang
dapat dipindahkan untuk dibawa, seperti uang, perdagangan,
atau ternak. Sementara aset tidak bergerak adalah yang tidak
mungkin untuk dipindahkan tanpa merubah bentuk, seperti
tanah, bangunan ataupun pepohonan.
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BAB

TEKNIK
PENGUMPULAN ZIS
DAN DSKL

A. Definisi dan Persyaratan Muzakki
1. Definisi

Muzakki®® adalah seorang muslim yang dibebani

kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat

kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya.!

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha
yang baik serta halal.

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk
berkembang, seperti harta yang diperdagangkan atau
diinvestasikan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain (kongsi).

Harta yang wajib dizakati adalah miliki sendiri penuh.
Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal
yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu adalah
waktu tertentu dimilikinya harta tersebut, misalnya harta
emas dan perak. Selain sudah mencapai jumlah tertentu

80 “Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban

menunaikan zakat”. Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat.

81 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Cet-1, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2007), him.
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BAB
MUSHARIF ZAKAT

A. Definisi Musharif Zakat dan Ayat dan Hadist tentang
Musharif Zakat

Mashorif jama’ dari Mashorif artinya tempat/wadah
penyaluran. Mashorif zakat adalah golongan yang telah
ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al
Baro’ah/at-Taubah ayat 60 yang menjadi wadah penyaluran
zakat.

Orang orang yang boleh menerima zakat terbagi atas
delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah
dalam al-Quran dengan firman Allah :

Artinya :” Diantara mereka ada orang orang yang mengabaikan
engkau dalam urusan sedekah, jika diberikan kepada mereka, mereka
bersenang hati, jika tidak diberikan mereka memperihatkan kemarahan,
sekiranya mereka bersenang hati sekedar yang telah diberikan Allah dan
rasulnya dan berkata; Allah cukup bagi kami, kelak Allah akan
mendatangkan kepada kami kelebihanNya dan juga RasulNya,
sesungguhnya semua kita ini amat gemar kepada Allah (QS.At taubah
58-59

Artinya :”Sesungguhnya sedekah sedekah itu adalah
kepunyaan orang orang fakir dan miskin dan orang orang yang
mengurusnya, dan orang orang yang dijinakkan hatinya, dan orang
orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan Ibn sabil, yang
demikian itu sebagai kefardhuan yang difardhukan Allah, dan Allah
amat mengetahui lagi amat bijaksana. (Q.S At Taubah 60)
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BAB PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT,

INFAQ DAN SHADAQAH
(ZIS)

A. Pendistribusian ZIS

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah
penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen,
sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.104

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat
berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan
tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan
distribusi.® Sehingga pada konsep distribusi landasan penting
yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul
hanya pada satu kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud
pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan
memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana
zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada
mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran
dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Pendistribusian
yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan
merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

104 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah,

(Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 72-73.

105Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan
Format Keadilan Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
hlm. 88.
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BAB

PERBANDINGAN

PENGELOLAAN ZAKAT DI
I I BERBAGAI NEGARA

A.

148

Pengelolaan Zakat di Berbagai Dunia

Sebagian besar negara Muslim saat ini merupakan negara
nasional sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar
pemerintahan, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan
rezim otoriter yang dzhalim. Terkait dengan pengelolaan dalam
kajian fikih klasik. Tidak mengherenkan bila kemudian
pengelolaan zakat di masyarkat muslim kontemporer menjadi
eksperimen yang sangat beragam. Dari sifat pengumpulannya,
pengelolaan zakat kontemporer secara umum dapat
dikelompokkan ke dalam dua katagori.

Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (obligatory
system) dimana pembayaran zakat kepada negara diterapkan
secara wajib dan terdapat sanksi bagi ketidak patuhan. Sistem
ini tercatat di terapkan di negera Muslim, yaitu Arab saudi,
Pakistan, Sudan, Lybia, Yaman dan Malaysia, di mana negara
negera ini secara umum menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela
(voluntary system) di mana pengumpulan dan pendistribusian
zakat dilakukan secara sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan
baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil dan tidak
terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban
zakat. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara Muslim
yang secara umum adalah sekuler, dan yang sebagainya tidak
menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Kuwait,
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